BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

I11.1. Kesimpulan

Persekongkolan tender diatur pada pada Pasal 22 UU No.5/1999. Dalam menegakkan
kasus — kasus pelanggaran, terdapat dua jenis pembuktian yaitu bukti langsung (direct
evidence) dan bukti tidak langsung (indirect evidence). Bukti tidak langsung terdiri dari bukti
ekonomi dan bukti komunikasi. Adanya bukti ekonomi harus didukung dengan bukti
komunikasi, begitupun sebaliknya. Selain itu, penggunaan bukti tidak langsung (indirect
evidence) harus disertai dengan satu alat bukti langsung (direct evidence).

Pada kasus Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap 111, kurang tepat apabila disebut
menggunakan indirect evidence dalam pembuktiannya. Hal tersebut dikarenakan hanya
terdapat bukti komunikasi tanpa didukung adanya bukti ekonomi. Adapun dalam indirect
evidence, bukti komunikasi harus didukung dengan bukti ekonomi dan sebaliknya. Sehingga
pembuktian pada kasus tersebut ialah menggunakan bukti petunjuk. Pembuktian tidak
langsung dapat digunakan untuk membuktikan persekongkolan tender yang berbentuk
horizontal atau kartel dikarenakan sangat sulit untuk menemukan bukti langsung yang
membuktikan adanya persekongkolan. Namun, bukti tidak langsung tersebut tidak dapat
berdiri sendiri, tetapi disertai dengan alat bukti lainnya.

Selain itu, berdasarkan Pasal 64 Ayat (5) PerKPPU No.2/2023 menjelaskan bahwa
putusan sedikitnya didukung oleh dua alat bukti dan keyakinan Majelis Komisi. Namun, dalam
memutus perkara Revitalisasi TIM, majelis hanya menggunakan satu bukti yaitu bukti

petunjuk. Sehingga, kurang adanya bukti oleh KPPU untuk memutuskan perkara tersebut.
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II1.2. Saran

Penegakan hukum persaingan usaha dengan menggunakan pembuktian tidak langsung
(indirect evidence) masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Penggunaan pembuktian tidak
langsung tersebut sangat diperlukan dikarenakan sulitnya mendapatkan bukti langsung dalam
membuktikan adanya pelanggaran persaingan usaha. Oleh sebab itu, KPPU perlu
mengeluarkan pedoman yang memuat terkait penggunaan pembuktian tidak langsung (indirect
evidence) dalam persekongkolan tender seperti adanya Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999.
Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam
penerapan pembuktian tidak langsung (indirect evidence) dalam kasus persekongkolan tender

(bid rigging) bagi para pelaku usaha.
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